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ABSTRAKSI 
 
 

Menurut sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa 
parpol identik dengan korupsi. Berdasar survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei 
Indonesia (LSI). Survei dilakukan pada 26 Oktober hingga 5 November 2008 yang 
melibatkan 2197 responden dengan toleransi kesalahan 2 persen. Metode yang 
digunakan multistage random sampling dan hasilnya Sekitar 58 persen pemilih tak bisa 
menunjukkan partai mana yang paling bersih dari korupsi. Padahal parpol inilah nanti 
yang akan memimpin dan mengatur negara beserta segala sesuatu yang berada di 
dalamnya, sehingga diperlukan sebuah tata kelola yang baik dari partai politik (good 
policial party governance). 

Untuk mewujudkan good political party governance tersebut Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum telah mengeluarkan 
Surat Keputusan (SK) No. 676 Tabun 2003 dan beberapa peraturan dan perundangan 
yang lain untuk mendukung dalam mewujudkan good political party governance. 
Pelaporan keuangan dari partai politik yang mencerminkan good political party 
governance mencerminkan dari pelaksanaan tiga komponen yaitu: akuntabel, 
manajerial dan transparansi. 

Studi kasus penelitian ini dilakukan di Dewan Pengurus Wilayah Partai 
Keadilan Sejahtera Jatim (DPW PKS Jatim). PKS merupakan organisasi parpol yang 
mempunyai basis massa kaum intelektual Islam yang selama tiga periode pemilu pada 
era reformasi selalu turut ambil bagian dalam pesta demokrasi tersebut. Laporan 
keuangan yang sudah dibuat adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan 
laporan arus kas. Dalam memenuhi tujuan akuntabilitas, manajerial dan transparansi, 
DPW PKS Jatim masih perlu melakukan pembenahan khususnya dalam masalah 
manajerial dan transparansi. Hal ini ditandai dengan kurang rapinya struktur 
pengendalian internal dan juga masih belum dilakukannya publikasi atas laporan 
keuangan kepada publik. 
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